RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 


NOMOR… TAHUN…


TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang
:
a.
bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia yang unggul, berkepribadian dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas merupakan kebutuhan setiap orang untuk mencapai kesejahteraan hidup lahir dan batin;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat 
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negera Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan    : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
4. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
6. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
7. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

8. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
9. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta.
12. Zona layanan satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat ZLSP adalah kawasan atau wilayah administrasi yang digunakan untuk mementukan jumlah satuan pendidikan yang diperlukan pada masing-masing jenjang pendidikan.
13. Subsidi biaya pendidkan yang selanjutnya disebut Subsidi adalah pembayaran sebagian atau seluruh biaya pendidikan oleh pemerintah daerah bagi peserta didik dengan kriteria tertentu yang bersekolah pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

14. Insentif kinerja satuan pendidikan adalah penghargaan dari pemerintah daerah kepada satuan pendidikan berupa uang, barang dan/atau bentuk lainnya atas capaian kinerja yang tinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
15. Dinas adalah perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
ASAS DAN TUJUAN
Penyelenggaraan manajemen pendidikan DKI Jakarta dilaksanakan berdasarkan asas:

a. keadilan;
b. keterjangkauan;
c. pemerataan;
d. demokratis;
e. pemberdayaan; dan
f. nirlaba.

Pengelolaan pendidikan DKI Jakarta bertujuan untuk menjamin setiap anak usia sekolah di DKI Jakarta memperoleh pendidikan yang tuntas dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk penanaman budaya bangsa yang agung demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
PENDIDIKAN FORMAL
Bagian Pertama

Pendirian Satuan Pendidikan

(1) Penyediaan layanan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dengan mendirikan satuan pendidikan.
(2) Pemerintah daerah mendirikan satuan pendidikan dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan.
(3) Masyarakat dapat ikut serta dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.
(4) Pendirian satuan pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menetapkan syarat tambahan untuk menjamin mutu pendidikan dan pemerataan daya tampung satuan pendidikan.
(6) Pendirian satuan pendidikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daya tampung satuan pendidikan dan dalam rangka pemerataan pendidikan antarwilayah. 
(7) Pemerataan pendidikan antarwilayah dilakukan dengan menetapkan ZLSP.
(1) Pemerintah daerah menerbitkan izin bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan dan standar mutu tambahan untuk persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengecekan dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan syarat izin pendirian satuan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
(3) Pendirian satuan Pendidikan oleh Pemerintah daerah harus   memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundanag-undangan.
(1) Pemerintah Daerah menetapkan ZLSP untuk masing-masing jenjang Pendidikan dalam rangka pemerataan layanan Pendidikan antarwilayah.
(2) Pemerintah daerah memetakan kebutuhan daya tampung satuan pendidikan masing-masing jenjang pendikan pada setiap ZLSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemetaan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan jumlah anak usia sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah daya tampung satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat pada ZLSP.
(4) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan daya tampung satuan pendidikan pada masing-masing ZLSP.
(5) Daya tampung satuan pendidikan setiap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 100 % dan setinggi-tingginya 110 % dari jumlah anak usia sekolah pada masing-masing ZLSP. 
(6) Pemetaan kebutuhan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ZLSP diatur dalam Peraturan Gubernur.
(1) Berdasarkan hasil pemetaan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan data pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan daya tampung satuan pendidikan jangka pendek dan jangka menengah.

(2) Dalam rangka penyusunan rencana pemenuhan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan musyawarah dengan masyarakat penyelenggara pendidikan. 
(3) Rencana pemenuhan daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat kerangka waktu dan pelaksana yang bertanggungjawab memenuhi daya tampung satuan pendidikan. 
(1) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pemerintah daerah dilarang menambah daya tampung satuan pendidikan baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat.
(2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), pemerintah daerah dapat menyusun rencana penggabungan satuan pendidikan.

(3) Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan jarak jangkau satuan pendidikan terhadap seluruh ZLSP. 

(4) Tata cara penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

(7) Satuan pendidikan dilarang menerima peserta didik yang bukan bertempat tinggal di DKI Jakarta kecuali seluruh calon peserta didik yang bertempat tinggal di DKI Jakarta pada ZLSP tersebut telah tertampung seluruhnya.

(8) Penerimaan calon peserta didik yang bukan bertempat tinggal di DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilakukan setelah masa pendaftaran peserta didik yang bertempat tinggal di DKI Jakarta dinyatakan ditutup dan masih terdapat daya tampung satuan pendidikan yang belum terpenuhi.

(9) Penerimaan peserta didik baru baik pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dilakukan secara objektif dan transparan.

(10) Tata cara penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 dikecualikan bagi satuan pendidikan madrasah, satuan pendidikan yang didirikan oleh negara asing dan  satuan pendidikan yang bekerjasama dengan lembaga/pemerintah asing. 
Bagian Kedua
Mutu Pendidikan
(1) Pemerintah Daerah menjamin pemenuhan mutu pendidikan di wilayah DKI Jakarta.
(2) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan sesuai dengan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Selain standar mutu pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat menambahkan standar mutu yang lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
(1) Pemenuhan standar mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah atau oleh masyarakat.
(3) Gubernur menetapkan satuan tugas atau bentuk unit kerja lainnya untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pemetaan, pembinaan dan pemberian penghargaan/insentif.

(1) Setiap anak usia sekolah berhak memperoleh pendidikan yang bermutu secara adil dan merata.
(2) Pengelola satuan pendidikan baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun yang didirikan oleh masyarakat bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan.

(3) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu pendidikan, setiap satuan pendididikan harus:

a. memperoleh minimal akreditasi C setelah 2 tahun dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi D;
b. memperoleh minimal akreditasi B setelah 2 tahun dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi C; dan
c. memperoleh akreditasi A setelah 2 tahun dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi B. 
(1) Dalam rangka melakukan pengendalian pemerataan mutu satuan pendidikan, Penyelenggara satuan pendidikan wajib menyusun rencana peningkatan mutu satuan pendidikan.
(2) Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan wajib disampaikan oleh penyelenggara satuan pendidikan kepada Dinas.

(3) Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana tahunan dan lima tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:
a. rencana peningkatan mutu tenaga pendidik;

b. rencana peningkatan mutu sarana penunjang;

c. rencana peningkatan mutu prasarana; 
d. rencana peningkatan mutu pengelolaan satuan pendidikan; dan

e. rencana peningkatan mutu proses pembelajaran.

(4) Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan upaya peningkatan akreditasi satuan pendidikan.
(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realisasi peningkatan mutu satuan pendidikan tidak mencapai target yang direncanakan, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan.
(3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
a. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik;
b. pendidikan dan pelatihan manajemen pendidikan; dan
c. bentuk fasilitasi dan pembinaan lainnya.
(1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dinas dapat meminta laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan setiap tahun.

(2) Pengelola satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan  yang diminta oleh Dinas.
(1) Satuan pendidikan yang tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  dikenakan sanksi oleh Gubernur berupa:
a. teguran tertulis; dan 

b. pencabutan izin.

(2) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila:

a. tidak menyampaikan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan setelah 3 (tiga) kali diberi teguran tertulis; dan/atau

b. telah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan. 

(3) Sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan cara tidak mengizinkan untuk menerima peserta didik baru pada tahun berikutnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Gubernur.

(1) Satuan pendidikan formal yang sudah memperoleh akreditasi A dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan menambahkan mata pelajaran dan/atau materi pembelajaran yang mengacu pada standar internasional, meningkatkan standar tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, peningkatan tata kelola satuan pendidikan dan peningkatan aspek lainnya.
(2) Penambahan mata pelajaran dan/atau materi pembelajaran yang mengacu pada standar Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengubah status hukum satuan pendidikan yang bersangkutan.

(11) Dalam rangka pemetaan kualitas tenaga pendidik, Dinas dapat melakukan uji kompetensi tenaga pendidik di luar yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

(12) Uji kompetensi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan materi uji yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau dapat disusun sendiri oleh Dinas.

(13) Hasil uji komptensi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

(14) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik berdasarkan hasil uji kompetensi.
(15) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan metode lainnya.

(16) Setiap tenaga pendidik harus mengikuti kegiatan peningkatan kualitas tenaga pendidik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun baik melalui fasilitasi Pemerintah Daerah maupun secara mandiri.

(17) Program peningkatan kualitas tenaga pendidik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau yang dilaksanakan secara mandiri harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.

(18) Kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknik pembelajaran maupun peningkatan substansi ilmu dan keterampilan yang diajarkan.

(19) Dalam rangka peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun materi pendidikan dan pelatihan dengan memperhatikan perkembangan teknik pembelajaran dan perkembangan ilmu pada masing-masing bidang secara global.

(20) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat memperkerjakan tenaga ahli asing yang mempunyai kompetensi khusus atau mempunyai kompetensi yang belum cukup tersedia di dalam negeri.

(21) Penggunaan tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Biaya Pendidikan

Paragraf 1
Umum
(1) Setiap penduduk DKI Jakarta berhak memperoleh layanan pendikan dan berhak mendapat perlakuan yang adil dalam memperoleh layanan pendidikan tersebut.
(2) Pemerintah daerah menjamin dan melindungi hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan dan hak untuk mendapat perlakukan yang adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam rangka memenuhi hak penduduk DKI Jakarta untuk memperoleh layanan pendidikan yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemerintah daerah menerapkan pola pembiyaan pendidikan yang berkeadilan.

(2) Dalam rangka pengaturan pola pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan biaya pendidikan tertinggi yang dapat dipungut kepada peserta didik sesuai jenjang pendidikan.

(3) Pola pembiayaan pendidikan yang berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan kondisi ekonomi keluarga peserta didik dan kebutuhan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
Pembiayaan pendidikan dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yang meliputi:

a. biaya satuan pendidikan; dan

b. biaya perorangan peserta didik.

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkeadilan, pemerintah membebaskan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bagi keluarga miskin baik pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

(2) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan membebaskan biaya pendidikan.

(3) Pembebasan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dilakukan dengan memberikan Subsidi.

(4) Dalam hal pemerintah daerah memberikan pembebasan biaya bagi seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, pembebasan tersebut harus berlaku juga bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat melalui pemberian Subsidi.

(5) Kriteria keluarga miskin dan hampir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan kemampuan keuangan DKI Jakarta.
(22) Dalam rangka melaksanakan pendidikan yang berkeadilan, pemerintah daerah dapat memungut biaya pendidikan bagi keluarga mampu pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
(23) Pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan biaya pendidikan yang berlaku pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Biaya Satuan Pendidikan

(1) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditentukan berdasarkan perhitungan biaya pendidikan yang meliputi:
a. biaya penyusutan bangunan gedung atau sewa gedung;

b. biaya penyusutan barang modal selain gedung;
c. biaya operasional sekolah yang meliputi biaya pegawai dan biaya barang/jasa.
(2) Biaya pembangunan dalam rangka memenuhi biaya penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dipungut setahun sekali.

(3) Biaya operasional dalam rangka memenuhi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipungut setiap bulan.
(1) Gubernur menetapkan besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) per peserta didik  pada setiap jenjang pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). 
(2) Pungutan biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi penggunaan kekayaan daerah.
(3) Gubernur menetapkan besaran Subsidi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/hampir miskin yang bersekolah pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat yang meliputi biaya pembangunan dan biaya operasional dengan menggunakan pola perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Besaran biaya Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan berbeda berdasarkan jenjang akreditasi satuan pendidikan. 
(5) Penetapan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan masyarakat penyelenggara satuan pendidikan.
Dalam rangka pembebasan biaya satuan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/hampir miskin pada satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah, Gubernur menetapkan peserta didik penerima pembebasan biaya pendidikan.
(1) Pembayaran biaya Subsidi dilakukan dengan mekanisme transfer kepada rekening penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sesuai dengan jumlah peserta didik miskin/hampir miskin pada satuan pendididikan yang bersangkutan.
(2) Dalam rangka pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan peserta didik penerima Subsidi pada satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
(3) Subsidi hanya dapat diberikan kepada penyelenggara satuan pendidikan yang sudah mengelola anggarannya dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang baik dan laporan keuangannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.
(1) Penyelenggara satuan pendidikan tidak boleh melakukan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didik yang sudah diberikan Subsidi oleh pemerintah daerah. 

(2) Penerimaan penyelenggara pendidikan dari Subsidi dicatat oleh satuan pendidikan sebagai penerimaan dari masing-masing peserta didik yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.

(3) Dana Subsidi digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan langsung dengan pengelolaan satuan pendidikan.

(4) Penggunaan dana Subsidi menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.

(1) Dalam rangka pembinaan kepada satuan pendidikan penerima dana Subsidi, Dinas hanya dapat meminta hasil audit laporan keuangan penyelenggara satuan pendidikan dan tidak meminta rincian dan bukti realisasi penggunaan dana Subsidi kepada penyelenggara satuan pendidikan. 
(2) Dinas tidak bertanggung jawab atas penyimpangan penggunaan dana Subsidi yang dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan.
(1) Pungutan biaya pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah disetorkan ke rekening kas Daerah.
(2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dapat mengelola pungutan biaya pendidikan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 3
Biaya Perorangan Peserta Didik
(1) Dalam rangka menjamin kemampuan penduduk miskin menjangkau layanan pendidikan, pemerintah daerah memberikan bantuan biaya perorangan peserta didik yang berasal dari kelaurga miskin/hampir miskin.
(2) Penerima bantuan biaya perorangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubenur.
(1) Biaya perorangan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi:
a. perlengkapan sekolah yang meliputi pakaian, tas sekolah dan alat tulis;
b. buku pelajaran;
c. uang harian;
d. uang transpor; dan
e. biaya lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur
(2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
(3) Pemberian bantuan biaya perorangan peserta didik dilakukan dengan mekanisme transfer langsung ke rekening penerima bantuan.
(4) Tata cara pemberian bantuan biaya perorangan peserta didik ditetapkan dalam peraturan Gubernur. 
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL

Bagian Pertama

Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Pendidikan Nonfromal Kesetaraan

(1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan nonformal untuk menampung peserta didik yang tidak bisa mengikuti pendidikan jalur formal atau untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
(2) Tata cara pendirian satuan pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pendidikan nonformal disetarakan dengan pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan nonformal harus memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang disetarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Pengelola satuan pendidikan nonformal baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun yang didirikan oleh masyarakat bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan.

(2) Dalam rangka menjamin pemerataan mutu pendidikan, setiap satuan pendididikan harus:

a. memperoleh akreditasi C setelah 2 tahun dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi D;

b. memperoleh akreditasi B setelah 2 tahun  dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi C; dan
c. memperoleh akreditasi A setelah 2 tahun  dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi B.
(1) Dalam rangka melakukan pengendalian pemerataan mutu satuan pendidikan nonformal, penyelenggara satuan pendidikan nonformal yang masih terakreditasi D, C dan B harus menyusun rencana peningkatan mutu satuan pendidikan nonformal 
(2) Rencana peningkatan mutu pendidikan nonformal yang didirikan oleh masyarakat yang masih terakreditasi D, C dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

(3) Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana tahunan dan lima tahunan yang sekurang-kurangnya memuat:

a. rencana peningkatan mutu tenaga pendidik;

b. rencana peningkatan mutu prasarana dan sarana; dan

c. rencana peningkatan proses pembelajaran.

(4) Rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan upaya peningkatan akreditasi satuan pendidikan.

(1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
(2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), realisasi peningkatan mutu satuan pendidikan tidak mencapai target yang direncanakan, pemerintah daerah melakukan fasilitasi dan pembinaan.
(3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berupa:
a. menyediakan bantuan tenaga pendidik;
b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik;
c. pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan asset; dan
d. memberikan bantuan dana.
(4) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d hanya diberikan kepada satuan pendidikan yang pengelolaan anggarannya sudah menerapkan prinsip-prinsip akutansi keuangan dan pengelolaan anggarannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.
(1) Untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Dinas dapat meminta laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan pendidikan setiap tahun.

(2) Pengelola satuan pendidikan nonformal harus menyampaikan laporan realisasi rencana peningkatan mutu satuan  yang diminta oleh Dinas.

(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan standar mutu pendidikan nonformal.
(2) Gubernur mencabut izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal yang tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pembinaan dan pengawasan.
Paragraf 2

Pendidikan Nonformal Pelatihan dan Kursus
(1) Untuk memberikan keahlian dan keterampilan kerja kepada penduduk DKI Jakarta, perangkat daerah DKI Jakarta melaksanakan pendidikan nonformal berupa pelatihan dan kursus sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja.
(3) Perangkat daerah yang melaksanakan pendidikan nonformal melakukan:
a. analisis jenis keahlian dan keterampilan yang diperlukan pasar kerja;

b. analisis kurikulum dan sarana penunjang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;

c. analisis daya serap pasar tenaga kerja setiap jenis keahlian dan keterampilan; dan

d. evaluasi berkala terhadap lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan nonformal yang diselenggarakan.

(1) Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, perangkat daerah menyusun program pendidikan nonformal yang meliputi:
a. jenis keahlian dan keterampilan;

b. peralatan penunjang pendidikan yang diperlukan;

c. perkiraan jumlah peserta pendidikan masing-masing keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja;

d. kurikulum pendidikan sesuai dengan jenis keahlian. 
(2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Perangkat daerah dilarang menyelenggarakan pendidikan nonformal sebelum adanya dokumen program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1) Perangkat daerah melakukan evaluasi penyerapan hasil pendidikan nonformal oleh pasar kerja setiap tahun.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi penyerapan hasil pendidikan oleh pasar kerja dinyatakan rendah, perangkat daerah menghentikan sementara program pendidikan nonformal tersebut dan melakukan kaji ulang.
(3) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

a. menghentikan program secara permanen;

b. melakukan perbaikan; atau

c. merekomendasikan program baru.

Ketentuan mengenai pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga miskin/hampir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan pasal 38 berlaku mutatis mutandis bagi peserta didik dari keluarga miskin/hampir miskin pada satuan pendidikan nonformal berupa pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan.
Bagian Kedua

Pendidikan Informal

(1) Keluarga dan lingkungan masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan informal.

(2) Penyelenggaraan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk meningkatkan pengetahuan keluarga dalam mendukung pendidikan anak, satuan pendidikan formal melakukan kegiatan bimbingan kepada orang tua peserta didik;
(2) Bimbingan kepada orang tua peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Pendidikan Karakter

(1) Dalam rangka meningkatkan budi pekerti, akhlak dan wawasan kebangsaaan kepada peserta didik, pemerintah daerah melakukan pendidikan budi pekerti  dan akhlak pada tingkat satuan komunitas.
(2) Satuan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rukun tetangga atau satuan komunitas yang lebih kecil yang disepakati dengan warga setempat.

(3) Kegiatan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan gedung sekolah, tempat ibadah, gedung milik masyarakat atau gedung milik pemerintah lainnya.

(1) Pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan, nilai kemanusiaan, nilai toleransi, nilai kebangsaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
(2) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dan akhlak kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah membantu menyediakan tenaga pembimbing.

(3) Dalam rangka pengendalian mutu dan muatan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah memberikan pelatihan kepada tenaga pembimbing yang akan memberikan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penyelenggaraan pendidikan budi pekerti dan akhlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ditetapkan dalam peraturan Gubernur
PENDIDIKAN KHUSUS
Bagian Kesatu

Umum
(1) Pemerintah daerah menyedikan dan menjamin akses anak yang memerlukan pendidikan khusus.
(2) Pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat menyediakan fasilitas khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan khusus.
(3) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan pendidikan khusus berupa sekolah luar biasa.

(4) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa

b. Sekolah Dasar Luar Biasa

c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan layanan pendidikan sekolah luar biasa pada jarak yang terjangkau bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan ZLSP.
(2) ZLSP bagi sekolah luar biasa ditetapkan dengan standar khusus yang terpisah dan berbeda dengan standar dan ZLSP pendidikan umum.
(3) ZLSP pendidikan khusus ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mutu Pendidikan Khusus

(1) Penyelenggara pendidikan khusus bertanggung jawab menjamin mutu pendidikan khusus sesuai dengan standar pendidikan nasional yang berlaku bagi satuan pendidikan khusus.
(2) Mutu pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur berdasarkan hasil akreditasi terhadap satuan pendidikan khusus.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan khusus harus meningkatkan hasil akreditasi satuan pendidikan khusus yang dikelolanya secara bertahap.
(4) Tahapan peningkatan mutu satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. memperoleh akreditasi C paling setelah 2 tahun  dan lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi D;

b. memperoleh akreditasi B setelah 2 tahun  dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi C; dan
c. memperoleh akreditasi A setelah 2 tahun  dan paling lambat 5 tahun sejak memperoleh akreditasi B
(24) Setiap satuan pendidikan khusus harus menyusun rencana peningkatan mutu pendidikan khusus secara bertahap.
(25) Ketentuan mengenai peningkatan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi satuan pendidikan khusus.
Bagian Ketiga

Biaya Pendidikan

Ketentuan mengenai pembebasan biaya bagi peserta didik dari keluarga miskin/hampir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan pasal 38 berlaku mutatis mutandis bagi peserta didik dari keluarga miskin/hampir miskin pada satuan pendidikan khusus.
SANKSI

(26) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak memenuhi target mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 41 dan Pasal 57 dijatuhi sanksi administrasi oleh Gubernur.

(27) Sanksi adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap berupa:

a. teguran tertulis;

b. penutupan sementara; dan

c. penutupan tetap.

(28) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a diberikan kepada satuan pendidikan dengan hasil akreditasi D atau C yang tidak mampu meningkatkan hasil akreditasinya minimal satu tingkat lebih tinggi dari hasil akreditasi sebelumnya.
(29) Sanksi penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b diberikan kepada penyelenggara satuan pendidikan yang 3 (tiga) bulan sejak diberikan teguran tertulis belum melaporkan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan kepada Dinas.

(30) Sanksi penutupan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c diberikan kepada penyelenggara satuan pendidikan yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak menyampaikan laporan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan yang telah disetujui oleh Dinas tidak menjalankan rencana peningkatan mutu satuan pendidikan sesuai dengan rencana yang sudah disetujui oleh Dinas.

(31) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan apabila pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan subsidi biaya pendidikan bagi anak miskin/hampir miskin pada seluruh satuan pendidikan yang didirikan oleh Masyarakat dan oleh Pemerintah Daerah.

(32) Selain karena alasan sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 61, penyelengara satuan pendidikan dapat dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 karena melanggar kewajiban atau larangan yang diatur dalam perundang-undangan bidang pedidikan.

(33) Tingkatkan dan tahapan sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN LAIN-LAIN
(34) Satuan pendidikan madarasah yang didirikan oleh masyarakat yang menerima peserta didik yang berasal dari keluarga miskin/hampir miskin dapat menjadi penerima subsidi peserta didik dari Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.
(35) Dalam hal satuan pendidikan madrasah menerima subsidi peserta didik dari keluarga miskin/hampir miskin dari Pemerintah Daerah, satuan pendidikan madrasah tersebut harus menyampaikan laporan hasil audit anggaran satuan pendidikannya kepada Pemerintah Daerah.

KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Nomor Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta

.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal    

GUBENUR DKI JAKARTA,

ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN … NOMOR.........
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